
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020; 

b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, 
dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk mendapatkan persetujuan bersama selanjutnya 
ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah setelah 
dievaluasi Gubernur; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

BUPATI KUDUS 

PROVINS! JA WA TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

- 2 - 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tarnbah an Lembaran Negara Republik Indon sia 
Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 43); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398) ; 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Pembangunan Nasional 

Indonesia Tahun 2006 
Negara Republik Indonesia 

Cara Penyusunan Rencana 
(Lembaran Negara Republik 
Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Nomor 4664); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6623); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5219); 
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PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 
dan 

BUPATI KUDUS 

Dengan Persetujuan Bersama 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 211); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

ten tang 
Jaminan 

Tingkat 
Negara 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

33. 

- 6 - 

Menetapkan 



237.372.106.809,00) (Rp Selisih kurang 

2.151. 998.364.390,00 
1.914.626.257.581,00 

Rp 
Rp 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer 
sejumlah (Rp 237.372.106.809,00) dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Anggaran belanj a 

dan transfer 
setelah perubahan 

2. Realisasi 

U raian Laporan Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud 
dalam Pas al 2 se bagai beriku t : 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp 49.095.969.849,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pendapatan 

setelah perubahan Rp 1.967.081.016.390,00 
2. Realisasi Rp 2.016.176.986.239,00 

Selisih lebih Rp 49.095.969.849,00 

Pasal 3 

186.745.036.079,00 Rp 

190.885.036.079,00 
4.140.000.000,00 

Rp 
Rp 

1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 
Pembiayaan Netto 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat ( 1) huruf a sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp 2.016.176.986.239,00 
b. Belanja dan Transfer Rp 1.914.626.257.581,00 

Surplus Rp 101.550. 728.658,00 
c. Pembiayaan 

Pasal2 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah 
dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan 
Dana Desa. 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 1 
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Rp 288.295. 764. 737 ,00 

Rp (32.312.734,00) 

Rp 288.295. 764. 737 ,00 

Rp 190.885.036.079,00 
b. Penggunaan Saldo 

Anggaran Le bih 
c. Sis a le bih Pem biayaan 

Anggaran 
d. Koreksi Kesalahan 

Pembukuan Tahun 
Sebelumnya 

e. Saldo Anggaran 
Lebih Akhir 

RP 190.917.348.813,00 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang 
berakhir 31 Desember 2020 sebagai berikut: 
a. Saldo Anggaran 

Lebih Awal 

Pasal4 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 
sejumlah Rp 1.827.688.079,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp 184.917.348.000,00 
2. Realisasi _R~p __ l _86_._7_4_5_. 0_3_6_. 0_7_9~,~o_o 

Selisih lebih Rp 1.827.688.079,00 

Rp~~4_._14_0_._o_oo_._o_o_o~,o_o 
(Rp 1.860.000.000,00) 

2. Realisasi 
Selisih kurang 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 
pembiayaan sejumlah (Rp 1.860.000.000,00) dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah (Rp 32.311.921,00) dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp 190. 917 .348.000,00 
2. Realisasi Rp 190.885.036.079,00 

Selisih kurang (Rp 32.311.921,00) 

286.468.076.658,00 Rp 

184.917.348.000,00) 
101.550. 728.658,00 

(Rp 
Rp 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (Defisit) 
sejumlah Rp 286.468.076.658,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Surplus/ (Defisit) 

setelah peru bah an 
2. Realisasi 

Selisih lebih 
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Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat ( 1) huruf f dengan tahun yang berakhir 
31 Desember 2020 sebagai berikut: 
1. Ekuitas Awal Rp 4.422.837.186.760,54 
2. Surplus/ (Defisit)-LO Rp 130.427 .854.135,86 
3. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 77.704.887.841,56 
4. Ekuitas Akhir Rp 4.630.969.928.737,96 

per 1 Januari 2020 Rp 190. 944.117 .228,00 
b. Arus kas dari aktivitas 

Operasi Rp 319.985.543.992,00 
c. Arus kas dari aktivitas 

Investasi (Rp 222.574.815.334,00) 
d. Arus kas dari aktivitas 

Pembiayaan Rp 0,00 
e. Arus kas dari aktivitas 

Non Anggaran (Rp 40.170.925,00) 
f. Saldo kas akhir 

per 31 Desember 2020 Rp 288.314.674.961,00 

Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2020 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal 

Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2020 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp 1. 951.316.654. 756,36 
b. Be ban Rp 1. 771.691.038.493,91 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 
per 31 Desember 2020 sebagai berikut: 
a. Jumlah aset Rp 4.670.496.301.414,84 
b. Jumlah kewajiban Rp 39.526.372.676,88 
c. Jumlah ekuitas Rp 4.630.969.928.737,96 

Pasal 5 
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b. Lampiran II 

c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
1. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

0. Lampiran XV 
p. Lam piran XVI 
q. Lam piran XVII 
r. Lam piran XVIII : 
s. Lampiran XIX 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Organisasi; 

Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran 
Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan (i-rus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 
Tidak tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) 
Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi 
Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam 
Pekerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; dan 

t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 
Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Dae rah. 

Pasal 10 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
PROVINS! JAWA TENGAH: (1-160/2021) 

H KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 1 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 18 Agustus 2021 

Ditetapkan di Kudus 
... ~-- ada tanggal 18 Agustus 2021 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus. 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 13 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 
sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 12 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 
a. lkhtisar Laporan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah 

tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini; 
b. Laporan Kinerja Sadan Usaha Milik Daerah / Perusahaan 

Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah 
ini; dan 

c. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Desa tercantum dalam 
Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini. 

Pasal 11 
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